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Tesis ini membahas mengenai sifat melawan hukum 
pidana korupsi pada Kontrak Kerja Konstruksi melalui studi 
kasus pada Putusan Kasus Pidana Korupsi Kontrak Kerja 
Konstruksi Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga 
TA. 2008. 
Sesuai dengan maksud dari penulisan pada tesis 
tersebut, maka pembahasannya berturut-turut akan 
dikemukakan sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang : Latar 
Belakang, Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian,  
Kegunaan Penelitian, Kerangka teori, metode penelitian dan 
sistematika penulisan.  
Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi tentang 
tinjauan tentang konsep tindak pidana korupsi dan konsep 
kontrak kerja konstruksi pada instansi pemerintah serta 
konsep perbuatan melawan hukum. 
Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, pada bab ini 
berisi tentang kasus posisi dari studi kasus penelitian, sifat 
melawan hukum pidana korupsi pada kontrak kerja 
konstruksi pembangunan jalan lingkar selatan Kota Salatiga 
TA. 2008 yang mengakibatkan kerugian negara dan penerapan 
unsur melawan hukum pada putusan pidana korupsi pada 
kontrak kerja konstruksi pembangunan jalan lingkar selatan 
Kota Salatiga TA. 2008 yang mengakibatkan kerugian negara 
terkait atas pengadaan barang/jasa pemerintah. 
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Penelitian ini membahas sifat melawan hukum pidana 
korupsi pada kontrak kerja konstruksi pembangunan jalan 
lingkar selatan Kota Salatiga TA. 2008 yang mengakibatkan 
kerugian Negara dan penerapan unsur melawan hukum dalam 
putusan kasus pidana korupsi kontrak kerja konstruksi 
pembangunan jalan lingkar selatan Kota Salatiga TA. 2008. 
Dalam penelitian ini penulis meneliti Putusan PN No. 
123/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor Smg; Putusan PT Nomor 
03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg; dan Putusan MA Nomor 1296 
K/Pid.Sus/2013. 
Pada Putusan No. 123/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor Smg, 
dalam unsur keempat dakwaan primer yaitu 'dapat merugikan 
negara" judex facti telah mengkwalifisir keuntungan yang 
diperoleh PT. Kuntjup Rp 2.551.805.755 (dua milyar lima 
ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus 
lima puluh lima rupiah) sebagai kerugian Negara. Judex Facti 
telah menyimpulkan bahwa apa yang dikontruksikan oleh 
Jaksa Penuntut Umum dalam rangkaian peristiwa peristiwa 
tersebut di atas sebagai suatu perbuatan pidana yang 
merupakan suatu perbuatan melawan hukum formil (formele 
wederrechtelijkheid)" yang dimaksudkan dalam unsur 
melawan hukum terkait Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001. 
Penerapan unsur melawan hukum dalam putusan 
Hakim sudah tepat mengikuti Yurisprudensi Putusan 
Mahkamah Konstitusi yang setelah muncul Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dapat 
diinterprestasikan dalam pengertian sifat melawan hukum 
formil dan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya 
yang negatif. Judex Facti menggunakan alat bukti Surat dan 
Petunjuk dalam pertimbangan putusan terkait pembuktian 
unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi" dan “dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara”. Perbuatan Terdakwa tersebut sudah 
memenuhi unsur melawan hukum formil yang terdapat pada 
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Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 
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